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TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional
perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah
ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan
kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja

Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke

dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk

memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan

mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja
Perangkat Daerah berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;
dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir

dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1)
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan
I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut
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Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil
Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan pada akhirnya
Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
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Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);




20.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
Nomor 01);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 Nomor 1);

24.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

25.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);

26.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

27.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

28.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang

pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

29.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam
perencanaan program, Kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran

atau pagu indikatif pada Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2025.
1.3.2. Tujuan




Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,
indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang
dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran
Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Tahun 2024-2026 pada tahun
ke-2 (kedua) periode tahun 2025; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai
Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
dan
3.3 Program dan Kegiatan.
BABIV PENUTUP



BAB 11
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Sukomoro sebagai salah satu
fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan
Sukomoro melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun
2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025
dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun
Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Sukomoro tahun-tahun

sebelumnya sebagaimana tabel berikut :




Realisasi

Kinerja dan Tingkat
Target Realisasi Target Kinerja Anggaran Capaian
Perangkat | CapalanKinerja | dan Anggaran Realisasi Tingkat Capain Renstra Kinerja dan
Urusan/Bidang Indikator Daerah pada Renstra Renja Capalan Kinerja dan Perangkat Realisasi
Urusan Kinerja Program Tahun 2024 Perangkat Perangkat Realisasi Kinerja Anggaran Renja Daerah s/d Anggaran Unit Perangkat
Pemerintahan (Outcome)/ (Akhir Periode| Daerah sampai Daerah Tahun Kinerja dan Anggaran Kabupaten/Kota Tahun 2024 Renstra Daerah
Daerah Dan Keglatan (Output) Renstra dengan Renja berjalan Triwulan I Renja Tahun berjalan (Akhir Tahun Perangkat Penanggungjawab
Program,/Keglatan Perangkat Perangkat (Tahun N-1 Perangkat yang dievaluasi Pelaksanaan Daerahs/d
Daerah Daerah Tahun yang Daerah yang Renja tahun 2024
Lalu N-2 (2024 | dievaluasi) dievaluasi Perangkat (%)
2025 Daerah Tahun
2025)
5 6 7 8 9=8 10=9/7 11=6+9 12=11/5%*100%
3 4 Rp. Rp. Rp- Rp. K | Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 13
UNSUR KEWILAYAHAN 5.531.213.158 5.129.550.499 5.502.194.892 445468.701 | 0,00 | 445468701 #DIV/0! 8,10% 0,00 5.575.019.200 | #DIV/0 100.79% Kecamatan Sukomoro
Administrasi 5.531.213.158 5.129.550.499 5.502.194.892 445468701 | 0,00 | 445.468.701 #DIV/0! 8,10% 0,00 5.575.019.200 | #DIV/D! 100.7%%
i )
PROGRAM PENUNJANG |Nilai SAKIP Kecamatan 4.348.213.168 4.116.661.949 4.472.671,603 419.899.701| 0,00 |419.898.701] 0,00% 9,39% 69,85 |4.535.661,650] 083 | 10431%
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen 18.000.000 7.006.000 18.322,260 0 3,00 0 33,33% 0,00% 10,00 | 7.006.000 | 037 38,92%
Penganggaran dan | Perencanaan,
Evaluasi Kinerja | Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang disusun
Penyusunan Dokumen|Jumlah DokumenPerencanasn 3,500,000 538,000 2,734,000 0 100 0 50,00% 0,00% 3,00 938000 | 050 26.80%
P Perangkat| PerangkatDaerah
Daerah
Koordinasi Dan Penyusunan | Jumlah DokumenRKA-SKPD 3.500.000 480.000 4.000,000 0 1,00 0 100,00% 0,00% 2,00 480.000 0.67 13,71%
Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi Dan Penyusunan|Jumlsh Dokumen Perubshan 2,000,000 890,000 2,455,000 0 1,00 0 100,00% 0,00% 200 890,000 0,67 44,50%
Dokumen Perubghan RKA -|RKA-SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
PerubahanRKA-SKPD




Anggarn

Realisasi Anggaran

Koordinasi Dan Penyusunan._|Jumlah Dokumen DPA-| 3 | 2000.000 | 1,00 | 1.176.000 2500000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 1,00 1176000 | 033 58,80%
DPA - SKPD SKPD dan Laporan Hasil ’

Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi Dan Penyusunan ~ |Jumlah Dokumen Perubshan| 3 1.750.000 0,00 0 2.118.600 0,00 0 0,00 L] 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
Perubahan DPA - SKPD |DPA-SKPD  dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen

PerubahanDPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan|Jumish Laporan Capaian| 6 | 3500.000 | 1,00 | 2397.000 1.748650 | 0,00 0 000 0 0,00% 0,00% 1.00 2397.000 | 0,17 68,49%
Laporan Capaian Kinerja|Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ;
dan  Ikhtisar  Realisasi{Kinerja SKPD dan Laporan|
Kinerja SKPD Hasil Koondinasi

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Tkhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Lapomn | 3 | 1750000 | 1,00 | 1125.000 2000000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 1,00 1125000 | 033 64,29%
Daersh EvaluasiKinerja  Perangkat

Daerah
Administrasi Keuangan | Jumlah 120 | 3.487.582.616| 317,00/3.216.829.372 3.680.618.103| 3 [374.449.921| 3,00 (374.449.921) 7,50% 10,46% | #REFI |3.691.279.283| #REF1 | 103,57%
Perangkat Daerah DokumenAdministrasi

KeuanganPerangkat

Daerah
Penyedisan  Gaji  dam |Jumlah  Orang  yang| 90 | 3.450082.616 |312,00{ 3.212.304.372 3569368.103 | 3,00 | 374.449.921 | 300 | 374449921 10,00% 1049% | #REFI | 3.586.154293 | #REF! | 10396%
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan

Tunj ASN
Penyeds Administrasi | Jumlah Dol Hasil] 6 | 4000000 | 0,00 0 2500000 | 0,00 0 000 0 0.00% 000% | #REF! 0 #REFI | 0,00%
Pelaksanaan Tugas ASN  (Penvediaan  Administrasi ’

Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan |Jumlsh Dokumen | 3 | 2000000 | 0,00 0 1250000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 000% | #REFI 0 #REF! 0,00%

dm | Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan| Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD
Koordinasi dn [Jumlah Dokumen Koordinasij 3 | 2000.000 | 1,00 | 1.125.000 1.250000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% #REF! 1.125.000 | #REF! 56.25%
Pelak Ak ildan Pelal Ak i i
SKPD SKPD
Koordinasi dan  Penyusunan|Jumlah Laporan Keuangan| 6 | 3500.000 | 2,00 | 2.200.000 2.500.000 | 0,00 0 0,00 0 0.00% 0,00% #REF! 2.200.000 | #REF! 62,86%
Laporan Keuangan Akhir{Akhir Tahun SKPD dan d
Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan  Akhir  Tahun

SKPD
Pengelolaan dan Penyiapen|umiah Dokumen Bahan| 3 | 2000.000 | 0,00 0 1250000 | 0,00 0 0,00 0 0.00% 000% | ¥REF| 0 FREFI | 0,00%
Bahan Tanggapan |Tonggapan  Pemeriksaan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

e
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan| 6 2.000.000 1,00 600,000 1.250.000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% #REF! 600,000 #REF! 30,00%
Laporan Keuangan |Bulanan/ Triwulanan/ d
Bulanan/ Triwulanan/ |Semesteran SKPD  dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulana

/S SKPD
Penyusunan  Pelaporan _dan|Jumlsh Dokumen Pelaporan| 3 | 2000000 | 1,00 |  600.000 1250000 | 000 0 0,00 0 0,00% 000% | #REF! 600000 | #REFI | 30,00%
Analisis Prognosis Realisasiidan  Analisis  Prognosis




Undangan

Administrasi Barang Milik| Jumiah Dokurmen| 54 | 15.000.000 | 11,00 | 4.600.000 | 18 | 9.992.160 1 1,00 56!
Daerah pada Perangkat| Administrasi Barang Milik i bt bl .
Daerah Daerah pada Perangkat
Daerah
Penyusunan Perencanann| Jumlah Rencana | 3 2.000.000 1,00 1.125.000 1 1.256.500 1,00 1,00 100,00% 0
Kebutuhan Barang  Milik|KebutuhanBarang  Milik B ] AR | RIS L ] RER
Daersh SKPD Daersh SKPD
Pengamanan Bamang Milik | Jumlah 3 2.000.000 1,00 1.125.000 1 1.265.350 0,00 0,00 0,00% 0 0
Daseah SKPD DokmaeosPiiganani B ,00% 1,00 1.125.000 033 56.25%
MilikDaerah SKPD
Koordinasi dan Pemlaian |Jumlsh  Lsporan Hasill 3 | 2000000 | 000 0 I 0 0,00 0,00 0,00% #DIVIOL | 0,00 0 000 | 0.00%
Barang Milik Daerah SKPD | Penilaian  Barang  Milik c )
Daerah dan Hasil Koordinast
Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD
Pembiman,  Pengawasan|Jumish  Laporas  Hasil| 3 | 2000000 | 1,00 | 1125000 | @ | 2752200 | 000 0,00 0,00% 0,00% 100 | LI125000 | 033 | 3625%
dan Pengendalian Barang|Pembi Pengawasan, , ’ ’
Milik Daerah pada SKPD  |dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi Gan |Jumish Leporan Rekonsiliasi] 36 | 3.500.000 | 6,00 0 12| 718000 | 000 0,00 0.00% 0.00% 6,00 0 017 0,00%
Penyusunan Laporan|dan Penyusunan Laporan - v p
Barang Milik Daerah pada|Barang Milik Daerah pada
SKPD SKPD
Penatausshaan  Bamang |Jumlah Lapomn | 3 | 1750000 | 1,00 | 1125000 | 1 | 200.700 | 000 0,00 0.00% 0,00% 100 | 1125000 | 033 | 6429%
Milik Daerah pada SKPD  |Penatausahaan Barang  Milik , : ’
Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik | Jumlah Dokumen | 3 | 1750000 | 1,00 0 1 | 1998400 | 0,00 0,00 0,00% 0.00% 100 0 033 0.00%
Daerah SKPD HasilPemanfaatan ~ Barang ?
MilikDaerah SKPD
Administrasi Jumlah Dokumen| 24 | 61.750,000 | 70 | 48.757.000 | 8 | 42.882.200 | 0 0,00 00' 0, ;
Kepegawaian Perangkat|Administrasi Kepegawaian o o bl bl B e
Daerah Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan  |Jumlah Unit Peningkatan 3 1.750.000 0 0 1 261.500 0,00 0,00 0,00% 0.00% 0,00 0 0.00 0.00%
Prasarana Disiplin Sarana dan  Praswrana ‘ : h
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaien Dinas 90 | 18.000.000 0 0 30 0 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 0 0.00 0.00%
beserta Atribut | beserta Atribut Kelengkapan ¢ :
Kelengkapanaya
Pendalaan dan Pengolahan  |Jumlah Dokumen Pendatsan| 3 | 2000000 | 0 0 1 0 0,00 0,00 000% | #DIVAOl | 000 0 000 | 0.00%
Administrasi Kepegawaian  |dan Pengolahan E .
Administrasi Kepegawaian
Koordinasi Gan |Jumlsh Dokumen Hasil | 3 | 2000.000 0 0 1| 753000 | 0,00 0,00 0,00% 0.00% 0,00 0 000 0.00%
Pelaksanaan Sistem | Koordinasi dm ’ i
Informasi Kepegawai Pelal Sistem
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan |Jumlah Dokumen | 3 | 2000,000 0 0 1 996200 | 0,00 000 0,00% 0.00% 0,00 0 0.00 0.00%
Penilaian Kinerja Pegawai  |Monitoring, Evaluasi, dan i E
Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan|Jumlah Pegawar | 90 | 15.000.000 26 47632000 | 30 | 29.024.000 | 000 0,00 0,00% 0. 1
beganad Miaki b a0 .00% 26,00 47.632.000 029 317,55%
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan |Jumlah  Orangyang 600 | 7.500.000 70 1125000 | 200 [ 8357.500 | 0,00 0,00 0,00% 0.00% 70,00 1125000 | 012 15,00%
Perundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi g i j
Peraturan Perundang-




Bimbingan Teknis | Jumish Orang  vang| 210 | 3.500.000 0 0 70 | 3.500000 | 000 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00 0.00%
Yol : o S Teknis 3 !
Perundang-Undangs P Peraturan
Perundang-Undan,
Administrasi Umum|Jumlah 90 | 136,380,642 | 42,25 | 136,360,290 | 30 | 136.660.400 | 4 |10.779.700 | 4,00 |10.779.700 13,33% 7,80% 48,25 | 147.129.990| 0,51 108,68%
Perangkat Daerah DokumenAdministrasi i =
UmumPerangkat Daerah
Penyediaan Komponen|Jumish Paket Komponen| 6 | 3500000 | 1,00 3.650.000 1 3488500 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 1.00 3.650.000 017 104.29%
Instalasi  Listrik/Penerangan|Instalasi  Listrik/Penerangan 2 )
Bangunan Kantor Bangunan  Kantor  yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan | Jumiah Paket Pemlatan dan| 6 | 3.500.000 | 0,00 0 1 4078600 | 000 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0.00 0 0,00 0,00%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan  Kantor yang £ ’
Disediakan
Penyediaan Pomimn |Jumlah Paket Peralatan| 6 | 3500000 | 1,00 | 3800000 | I | 3.800000 | 0.00 0 0,00 0 0.00% 0.00% 100 | 3800000 | 017 | 10857%
Rumah Tangga Rumah  Tangga  yang y 2
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik 6 25000000 | 1,00 | 30.313.490 1 39.131.800 | 0,00 | 4481000 0,00 | 4.481.000 0,00% 11,45% 1,00 34.794.490 017 139.18%
Kantor Kantor vang Disediakan = d
Penyediaan Bamng |Jumlah  Paket  Barang| 6 10.000.000 | 1,00 | 8.400.000 1 10.500.000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 1,00 $.400.000 017 34.00%
Cetakan dan Penggandaan | Cetakan dan  Penggandaan i :
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan|Jumlah Dokumen Bahan 72 | 2000000 | 12,00| 2.000.000 12 | 2400000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0.00% 12.00 2,000,000 0.17 100.00%
dan Pemturan Perundang-|Bacaan  dan  Pemitumn : N
undangan Perundang-Undangan yang
Digediakan
Penyedinan Bahan/Material | Jumlah Paket | 6 | 2500000 | 0,00 0 1 | 2239000 | 000 0 000 0 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
Bahan/Material yang a A
Disediakan
Fosilis: Konjungan Tamy | Jumlah Taporan | 36 | 6000000 | 3,00 | 900000 | 12 | 6750000 | 0,00 0 0,00 0 0.00% 0,00% 300 900000 | 008 15.00%
FasilitasiKunjungan Tamu i : >
Penyelongaaroan  Rapat Jumlah Tapomn | 150 | 46380542 | 51,00 | 60409500 | 50 | 34216000 | 200 | 1500000 [ 200 [ 1500.000 |  400% 438% | 5300 | 6L909.500 | 035 | 13348%
Koordinasi dan Konsultasi| Penyelenggaraan Rapat -
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penatausahaan Assip | Jumlah Dokumen | 12 3.500.000 2,00 1.983.000 4 2572850 2,00 1.105.000 2,00 1.105.000 50,00% 42,95% 4,00 3.090.000 033 88,29%
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsp
Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan| Jumlah Dokumen Dukungan 3 4.500.000 0,00 0 1 3.750.000 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
Sistem Pemerintahan| Pelaksanaan Sistem. ’ ;
Berbasis Elektronik pada| Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
Penyediaan Komponen|Jumlah Paket Komponen 6 3.500.000 1,00 | 3.451.000 1 3550.000 | 000 0 0,00 0 0,00% 0,00% 1, ¥
Instalasi  Listrik/Penerangan| Instalasi  Listrik/Penerangan e " A0 o S Kehrahan Kapes
Bangunan Bangunan  Kantor  yang|
Kantor (Kelurahan Kapas) Disediakan
Penyediaan Peralatan dan_|Jumlab Paket Pemlaian dan| 6 | 3000000 | 1,00 | 2992400 | 1 | 3495900 | 000 875000 | 000 | 875.000 0.00% 35.03% :
B ot S Kankr: i \ ; 1,00 3.867.400 017 128,91% Kelurahan Kapas
Kantor (Kelurahan Kapas) Disediakan
Penyediaan Poralatan| Jumlsh  Paket Peralatan| 6 | 2500000 | 1,00 | 2500000 | 1 | 2750000 | 0,00 0 000 0 0.00% 0.00% 1,00 500, 7
Rumah Tangga (Kelurahan|Rumsh  Tangga  yang : SR it 1004000% Kelorahan Kapos
Kapas) Disediakan
Poyedinn Balan Logii—[Tumlsh Phet Baban Logilk | 6 | 7500000 | 1,00 | 749900 | 1 | 5665450 | 000 | 1548700 | 00 | 1948700 | 000% | 3440% | 100 | 8447800 | 017 15.07% Kelmaban s
Kantor (Kelurshan Kapas) | Kantor yang Disediakan ’ . il
Penyediaan Barang |Jumlah Paket  Barang| 6 4.000.000 1,00 3.950.000 1 3.366.000 0,00 $70.000 0,00 §70.000 0,00% 25,85% X i
i o i e Dl 5.85% 1,00 4.820.000 0,17 120.50% Kelurahan Kapas
Penggandaan (Kelurahan yang Disediakan
Kapas)




Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan (Kelurahan
Kapas)

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan  dan  Peraturan
Perundang-Undangan  yang,
Disediakan

2.000.000

12,00

2.000.000

2.400.000

0,00

0,00

0,00%

0.00%

12,00

2.000.000

0.17

100,00%

Kelurahan Kapas

Penyediaan Bahan/Material
(Kelurahan Kapas)

Jumlah
Bahan/Materi
Disediakan

Paket
yang

2.500.000

2.459.800

2.506.300

0,00

0,00

0,00%

0,00%

2.499.800

0,17

99,99%

Kelurahan Kapas

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumiah Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah yang disediakan

51

1560.000.000

142.688.000

163.849.900

0,00

0,00%

0,00%

8,00

142.688.000

0,18

95,13%

Pengadaan Kendaraan
Dinas Opernsionalatau

jumiahPengadaan
KendarananDinas Operasional
atau Lg| n

300,000.000

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

300.000.000

00

%

Kelurahan Sukomoro

Lapangan
Pengadzan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disedick

2

75.000.000

7,00

73.138.000

76.402.100

0,00

0,00

0,00%

0,00%

7.00

73.138.000

033

97,52%

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya  yang
Disedi

21

60.000.000

6,00

55.100.000

61.813.000

0,00

0,00

0,00%

0,00%

6.00

55.100.000

029

91,83%

Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya yang Disediakan

10.000.000

8.750.000

10.481.950

0,00

0,00

0,00%

0,00%

6,00

8.750.000

100

87,50%

Sarana  dan
Prasarana Pendukung|
Gedung  Kantor  atau
Bangunan Lainnya

Pengadaan

Jumiah Unit Sprana dan
Prasarana
Gedung  Kantor  atau
Bangunan Lainnya yang
Disediak

Pendukung|

5.000.000

5.700.000

5.152.850

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3,00

5.700.000

1,00

114,00%

Pengadaan  Peralatan  dan
Mesin Lamnya (Kelurahan
Kapas)

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin  Lainnya  yang
Disediakan

0,00

0,00

#DIV/0l

#DIV/O!

0,00

#DIV/0!

#DIV/D!

Kelurahan Kapas

Pengadaan Aset Tetap

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Lainnya (Kelurahan Kapas|

Jumlah Unit Aset Tetap
Lainnya vang Disediakan

0

0,00

0,00

#DIV/O!

#DIV/O!

6,00

#DIV/0!

Kelurahan Kapas

Penunjang
UrusanPemerintahan
Daerah

262.447.769

276.653.260

400

20.906.850

4,00

20.906.860

8,16%

7,68%

40,00

273.363.609

89,70%

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah
PenyediaanJasa
Menyurat

Lapomn
Surat

§0.000.000

84.965.266

78.208.000

3,00

6.388.630

3,00

6.388.630

25,00%

8.17%

15,00

91.353.896

042

114,19%

Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlsh Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

55.000.000

11.711.342

27.600.000

3,00

1.984 888

3,00

1.984.388

25,00%

7.19%

15,00

13.696.230

0.21

24.90%

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disedial

1.750.000

0,00

1.713.250

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0.00%

Penvediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Dayaj
Air dan Listrik (Kelurahan|
Sukomoro)

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
it

18.000.000

12,00

6.319.151

9.500.000

3,00

994.332

3,00

994.332

25,00%

10,04%

15,00

7313483

021

40,63%

Kelurahan Sukomoro

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik (Kelurahan
Sukomoro)

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber|
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

18.000.000

12,00

6.319.151

9,900,000

3,00

994.332

3,00

994.332

25,00%

10,04%

15,00

7.313.483

40,63%

Kelurahan Sukomoro

Penyediaan Jasa  Pelayanan
Umum Kantor (Kelurahan

Jumizh Laporan Penyediaan
Jasa  Pelayanan  Umum
Kantor vang Disedi

150.000.000

149.452.000

159.132.000

11.538.000

3,00

11,538,000

25,00%

1.25%

15,00

160.990.000

042

107,33%

Kelurahan Kapas

Kapas )




Ponyedian o Pelayanan] Junlah Laporsn Penyediaan] 36 | 150000000 [ 12,00 [ 149452000 [ 12 [ 159.132.000 | 300 | 11538000 | 300 | 1538000 |  25,00% 725% | 1500 | 160990000 | 042 | 10733% Kelurahan Kapas
Umum Kantor (Kelurahan{Jasa Pelayanan  Umum ’
Kapas) _ Kantor yang Disediakan )
Pemeliharaan Barang|Jumlah Barang Milik| 126 750,000 | 24,25 | 307.083.628 | 42 [ 253783350 2 |13.764.230 | 2,00 |13.764.230| 4,76% 5,42% 26,26 | 320.847.758| 0,21 166,94%
Milik Dasrah Penunjang|Daerah pada Perangkat -
Urusan Pemerintahan|Daerah yang terpelihara
Daerah
Penyediaan Jasa |Jumlzh Kendoman | 18 | 55000000 | 4,60 | 50224000 | 3 | 36201500 | 000 | 2600000 | 000 | 2600000 |  000% 7.18% 460 | 52824000 | 026 | 96,04%
Pemeliharaan, Biaya |Perorangan  Dinas  atau
Pemeliharaan, dan Pajak|Kendarasn Dinas Jabatan
Kendaraan  Perorangan  |vang Dipelihara dan
Dinas  atau  Kendaraan|dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa |Tersedianya  Jasa  Jasa| O 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 DIVl | #DIVRL | 000 0 #DIVIOL | #DIV/O! 0
Pemeliharaan, Biaya |Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan ,Pajok  dan(Pemeliharaan ,Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas  [Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel Jumish  Mebel  yang| 63 | 9.750.000 | 15,00| 4175000 | 15 | 8871000 | 0,00 0 0,00 0 0.00% 0,00% 1500 | 4175000 | 024 | 4282%
Dipelihara
Temelharaan Peralatandan|Jumiah Peralatan dan Mesin | 27 | 15.000.000 | 5,00 | 14850000 | 5 [ 15650000 | 100 | 3430000 | 100 | 3430.000 | 20,00% 21,92% 600 | 18280000 | 022 | 12187%
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 2
Pemelibaraan/Rehabilitzsr _|Jumlah Gedung Kantor dan| 2 | 102300000 | 2,00 | 213.085.728 | 2 | 166.021.400 | 000 | 5188630 | 000 | 5188630 |  0,00% 3,13% 200 | 218274358 | 100 | 21295%
Sarana dan Prasarana  |Bangunan Lainnya yang "
Gedung  Kamtor  atan | Dipelihara/Direhabilitas
B Lainnya
Penyediaan Jasa |Jumlah Kendaraan | 18 7.500.000 3,00 8.767.200 3 8.991.200 1,00 | 2.545.600 1,00 | 2545600 33,33% 28,31% 4,00 11.312.800 022 150,84% Kelurahan Kapas
Pemeliharaan, Biaya |Perorangan  Dinas  atau ’
Pemeliharaan, dan Pajak|Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan|yang  Dipelihara  dan|
Dinas  atau  Kendaraan|dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan (Kelurahan
Kapas)
Pemeliharaan Jumlah Mebel 63 3.000.000 6,00 2.998.300 6 3.995.500 0,00 0 0,00 0 0,00% 0, c
Mebel (Kelomban Kapss) | Digelibur s 0% | 600 | 299300 | 010 | 9994% Relunabon Kapes
Pemelitaraan Peralatan dan| Jumiah Pecslotan dan Mesin | 27 | 3000000 | 4,00 | 3000000 | 4 | 3750000 | 0.00 0 0,00 0 0,00% 0.00% 400 | 3000000 | 0I5 | 100.00% Kelurahan Kapas
Mesin Lainnya (Kel Lainnya yang Dipelih
Kapss)
Pemolihraan/Rehabiliasi |Jumlah Gedung Kantor dan] 4 | 10.000.000 | 4,00 | 9.983300 | 4 | 10302750 | 000 0 0,00 0 0,00% 0.00% 400 | 9983300 | 100 | 99.83% Kelueaban Kapas
Sarana dan Prasarana | Bangunan Lainnya vang ‘ ! ’
Gedung  Kanmtor  atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan
Lainnya {Kelurahan Kapas)
Meningkatnya |PROGRAM Prosentase kegiatan | 100 | 129.600.000 | 4,40 | 81.230.000 | 100 | 109.848.450 | 3,78% 4.160,000 | 0,04 | 4.160,000 | 0,04% 378% 444 | 95.380.000 | 0,04 73,66%
kualitas PENYELENGGARAAN | pemerintahan dan J
Pelayanan PEMERINTAHAN  DAN|pelayanan publik yang
Administrasi | PELAYANAN PUBLIK  |dilaksanakan dengan tertib
Terpadu
Kecamatan
( PATEN)
Koordinasi Jumlah Laporan| 126 | 100.000.000 | 2,00 | 71.880.000 | 42 | 79.442.650 | 0 4.150.000 | 0,00 | 4.150.000 | 0,00% 6,22% 2,00 | 76.030.000 | 0,02 78,03%
Penyelenggaraan Koordinasi
Kegiatan Pemerintahan di | Penyelenggaraan Keglatan
Tingkat Kecamatan

Pemerintahan di Tingkat




Koordinasi/Sinergi
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemerintahan
Perangkat  Daerah
Instansi Vertikal Terkait

dan
Kegatan

dengan|

dan

Jumlah
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemerintahan
Perangkat  Daerah
Instansi Vertikal Terkait

Laporan

dan
Kegiatan

dengan

dan

100.000.000

71.880.000

79.442.550

4.150.000

0,00

4.150.000

0,00%

522%

200

76.030.000

033

76.03%

Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum

Jumlah Laporan
Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum

4,600,000

2,00

3.376.000

6.406.000

0,00

0,00%

0,00%

2,00

3,376.000

033

75,00%

Koordinasi/Sinergi  dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi  Vertikal  yang
Terkait dalam Pemeliharaan
Sarana  dan  Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi  dengan
Perangkat Daerah dan/atan
Instansi Vertikal vang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan

Umum

4,500,000

2,00

3.375.000

5.406.000

0,00

0.00

0,00%

0,00%

2,00

3,375.000

0,33

75,00%

Pelaksanaan
Pemerintahan
Dilimpahkan
Camat

Urusan
yang
kepada

Jumiah
Pelaksanaan
Pemerintahan
Dilimpahkan
Camat

Laporan
Urusan
yang
kepada

26.000.000

4,00

16.875.000

24.999.900

0,00

0,00%

4,00

16.976.000

0,33

63,90%

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain
vang Dilimpah

Jumlah Laporan
Pelaksanaan  Kewenangan

25.000.000

2,00

15.975.000

24.999.900

0,00

0.00

0,00%

0,00%

4,00

15.975.000

033

63,90%

Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan

( PATEN )

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Lain yang Dilimpahkan
Persentase

Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan yang aktif
dalam proses
pembangunan di
Kecamatan

100

538.500.000

77,50

464.803.560

471.201.439

391%

18.419.000

0,04

18.419.000

0,04%

391%

473,222,650

078

87,88%

Koordinasi Kegiatan

Jumlah Lembaga

F jayaan Desa

K yarakatan Desa
yang aktif dalam proses
pembangunan di

Kecamatan

163,500,000

17,50

97.442.460

112.896.000

10

10.826.000

10,00

10.825.000

55,66%

27,60

108.267.450

0,51

86,22%

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pemb di Desa

27

30.000.000

9,00

22.055.000

33.345.000

5.000.000

9,00

5.000.000

100,00%

14,99%

18.00

27.055.000

0,67

90.18%

Sinkromsasi Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan  Masyamakat
yang  Dilakuk

oleh|F

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kena
dan Kegiatan
aan  Masyarakat

Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan

yang  Dilakukan  oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja K

133.500.000

25.575.000

79.550.000

.00

5.825.000

5.825.000

11,11%

7,32%

9,50

31.400.000

2352%

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan ~ Pemberdayaan,

Masyarakat di  Wilayah
=

249,00

49.812.450

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

249,00

49.812.450

#DIVAY

#DIV/O!




Pemberdayaan dan|Jumiah Keluarga Yang | 450 20.000.000 | 39,00 3.375.000 | 160 | 20.000.000 | 0O 0 0,00 0 0,00% 000% | 3800 | 3.375.000 | 0,09 | 16,88%
Kesejahteraan Keluarga|Aktif Dalam Pemberdayaan !
Tingkat Kecamatan dan|danKesejahteraan
Kelurahan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
Pembentukan dan|Jumlah Keluarga  yang| 450 | 20.000.000 | 35,00| 3.375.000 | 150 | 20.000.000 | 0,00 0 0,00 0 0.00% 0,00% 3900 | 3375000 | 009 16,88%
Penumbuhan  Kamakter |Mengikuti Pembentukan dan
Keluarga Melalui | Penumbuhan Karakter
Peningkatan Kesadaran| Keluarga Melalui
Masyarakat akan | Peningkatan Kesadaran
Pentingnya  Penghayatan|Masyarakat skan  Pentingnya
dan  Pengamalan Pancasila| Penghayatan dan
dalam  Semua  Aspek|Pengamalan Pancasila
Kehidupan  Bermasyarakat,{dalam  Semua  Aspek
Berbangsa, dan Bemegar Kehids B k
Berbangsa, dan Bemegara
Pemberdayaan Lembaga|Terlaksananya 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 #DIViol #DIVIOl 0,00 0 #DIVI0l | #DIVIOI
Kemasyarakatan Tingkat|Pemberdayaan Lembaga
Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
Fasilitasi _ Pengembangan| Terlaksananya _ Fasilitesi | 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 #DIVIOl | DIVl | 000 [ DIV/ol | #DIV/0l
Usaha Ekonoomi |Pengembangan Usaha
Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan |Jumiah Lembaga| 63 | 365.000.000 | 21,00 | 353.986.100 | 21 | 338.306.439| 11 | 7.684.000 | 11,00 | 7.594.000 | 52,38% 2,24% 32,00 | 361.680.100| 0,51 101,86%
Kelurahan Kemasyarakatan !
Kelurahan yang  aktif
dalam proses
pembangunan di
Kecamatan
Peningkatan  Partisipasi| Jumlah Lembaga | 27 | 5000000 | 9,00 | 4363600 | 9 | 4994000 | 900 | 4994000 | 900 | 4994000 | 100.00% | 10000% | 18.00 | 9362600 | 067 | 187.25% Kelurahan Sukomoro
Masyarakat dalam Forum|Kemasyarakatan vang|
Musy: iR Berpartisipasi dalam Forum
Pembangunan di|Musyawarah  Perencanaan
Kelurahan  (Kelurshan Pembangunan di Kelurahan
Sukomoro)
Pembangutan Sarana dan |Jumiah  Sarana  dan| 6 | 250000000 | 2,00 | 249618750 | 2 | 270.062.289 | 000 0 0,00 0 0,00% 0,00% 200 | 249618750 | 0,
P Kel oo 33 99,85% Kelurahan Sukomoro
Kelurahan (Kelurahan Terbangun
Sukomoro)
Pembangunan Soram dan |Jumlah  Sarana  dan| 6 | 250.000.000 | 2,00 | 249.618750 | 2 | 270.062289 | 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00% 200 | 249618750 | 033 | 99.85% Kelurahan Sukomoro
Prasarana Prasarana  Kelurahan yang
Kelurahan (Kelurahan Kapas) | Terbangun
Pemberdayaan Masyarakat di|Jumlah Pokmas dan Ormas| 30 | 100.000.000 | 10,00 | 99.998750 | 10 | 63250150 | 200 | 2600000 | 200 | 2600.000 | 20,00% 411% 12,00 | 10259750 | 040 | 102,60% Kelurahan K apas
Kelurahan (Keurahan| yang Melaksanakan ¢
Sukomoro)) Pemberdayean Masyarakat
di Kelurah:
Pemberdayaan Masyarakat di |Jumlah Pokmas dan Ormas| 30 | 100.000.000 | 10,00 | 99.998750 | 10 | 63250.150 | 200 | 2600.000 | 200 | 2600.000 [ 20,00% 411% 12,00 | 102598750 | 040 | 102.60% Kelurahan Kapas
Kelurahan (Kelurahan yang Melaksanakan
Kapas) Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Prosentasi PROGRAM KOORDINAS!|Prosentase permasalahan| 100 | 77.600.000 | 36,00 | 46.326.000 | 100 | 102.629.000 | 0,00% 0 0,00 0 0,00% 0,00% 36,00 | 45.326.000 | 0,36 58,48%
Penurunan KETENTRAMAN  DAN | ketenteraman dan
Pelanggaran |KETERTIBAN UMUM  |ketertiban umum yang
ketentraman ditangan




1 ._. T_—

Nasional dalam
rangka i

Undang-Undang Dasar|
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Tka serta
Pemertahanan dn
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pengamalan  Pancasila,
PelaksanaanUndang- Undang
Dasar  Negam
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Tka serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan

Negar Kesatuan Republik
Indonesia

Koordinasi Upaya |Jumlah Laporan Hasil| 72 | 80.000.000 | 24,00 | 39.700.000 | 24 | 88429.000 | 0 0,00 0,1
el B oordliaa] Upaya 00% 0,00% 24,00 | 39.700.000 | 0,33 66,17%
Ketenteraman dan|Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas Gengan |Jumlsh  Laporan  Hasil| 36 | 45000000 | 12,00 25.900000 | 12 | 68529.000 | 0.0 0,00 0,00% 0,00% 12,00 | 25.000000 | 033 57.56%
Kepolisian Negara Republik|Sinergitas dengan : i
Indonesia, Tentara Nasional{Kepolisian Negara Republik
Indonesia  dan  Instansi|Indonesia, Tenmtara Nasional|
Vertikal  di  Wilayah{Indonesia  dan  Instansi
Kecamatan Vertikal  di  Wilayah
Kecamatan
Harmonisasi Hubungan | Jumlah Laporan | 36 | 15.000.000 | 12,00 | 13.800.000 | 12 | 19.900.000 | 000 0,00 0,00% 0,00% 12,00 13.800.000 0,33 92.00%
dengan Tokoh Agama dan{Pelaksanaan  Harmonisasi i ’ ’
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan Tokoh
Agama dan  Tokoh
Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan|Jumiah Laporan Hasil| 38 | 17.500.000 | 12,00 | 6.625.000 | 12 14200000 | © 0,00 0,00 )
Penegakan  Peraturan|Koordinasi Penerapan dan g. i L S | e i
Daerah dan Peraturan|Penegakan  Peraturan|
Kepala Daerah Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi  dengan| Jumlah Lapomn | 36 | 17.500000 | 12,00 | 44050000 | 12 | 14200000 | 0,00 0,00 0.00% 0,00% D
Perangkat Daerah  yang|Koordinasi/Sinergi  dengan et R B R
Tugas dan Fungsinya di|Perangkat Daerah vang
Bidang Penegakan |Tugas dan Fungsinya di
Peraturan  Perundang- | Bidang Penegakan
Undangan dan/atau | Peraturan Perundang-
Kepolisian Negam Republik| Undangan dan/atau
Indonesia Kepolisian Negam Republik
Indonesia
Prosentasi PROGRAM Prosentase 100 | 47.600.000 |102,00| 44.050.000 | 100 | 20.400.000 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 102,00 | 44.080.000 | 1,02 92,74%
Penurunan | PENYELENGGARAAN |Lembaga/Organisasi 2 ¢
Pelanggaran | URUSAN PEMERINTAHAN |Masyarakat yang aktif
ketentraman  |UMUM dalam  penyelenggaraan
umum di pemerintahan di
wilayah Kecamatan
kecamatan
Penyelenggaraan Urusan|Jumiah 27 | 47.500.000 |102,00| 44.050.000 | 9 | 20.400.000 | 0 0,00 0,00 1
N o % 0,00% 102,00 | 44.050.000 | 3,78 92,74%
Sesuai Penugasan Kepala|Masyarakat yang aktif
Daerah dalam  penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan
Pembinaan ‘Wawasan| Jumlah Orang yang| 300 30.000000 {100,00) 39.550.000 | 100 | 10.400.000 | 0,00 0,00 0,00% 0,00% 100,00 39.550,000 033 131.83%
K e mﬂuﬂ K (N WA (,_ e u— s ¥ *
Nasional dalam  rangka| Wawasan Kebangsaan dan
1 " P Ll &




Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi  Pimpinan di
Kecamatan

Meningkatnya

Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan

( PATEN)

PROGRAM PEMBINAAN
DAN  PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Jumlsh Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan

17.500.000

2,00

4.500.000

[

10.000.000

ProsentaseDesa/Kelurahan
CepatBerkembang

100

390.000.000

23,00

378.480.000

326.444.400

0,00

0,00%

0,00%

200

4.500.000

033

25,11%

3.000.000

0,01

3.000.000

0,01%

0,92%

230

381.480.000

023

97,82%

Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan

Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumiah

Desa/KelurahanCepat
Berkembang

390.000.000

23,00

378,480,000

326.444.400

3.000.000

1,00

3.000.000

7,14%

0.92%

381.480.000

17

97,82%

Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
st

Pemerintahan Desa

Tata

17.500.000

9,00

9.000.000

19.499.800

0,00

0,00

0,00%

0,00%

9,00

9.000.000

033

51,43%

Jumlah Dok yang,

Fasilitasi Pengelol
Keuangan Desa dan|
Pendayagunaan Aset Desa

Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan  Aset
Des

A4

4.500.000

8,00

3.375.000

4.848.000

0.00

0,00

0,00%

0,00%

300

3.375.000

033

75,00%

Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daenh dengan
Pembangunan
Desa

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi  Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa

3.000.000

2,00

1.125.000

9.500.000

0.00

0,00

0,00%

0,00%

2,00

1.125.000

0,33

37,50%

Pelaksanaan|
Fungsi, dan
Lembaga

Fasilitast
Tugas,
Kewajiban

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Pelaksanaan|
Tugas, Fungsi, dan

Kemasyarakatan  (Kelurahan|

Kewajiban Lembaga
. )

365.000,000

4,00

364.980.000

291.596.600

00.000

3.000.000

25,00%

1,03%

5,00

367,980,000

042

100,82%

Kelurahan Kapas

Kapas)




Dari tabel tersebut diatas untuk Capaian Kinerja Kinerja dapat diuraikan

analisisnya sebagai berikut :

1

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 75 belum ada

nilainya karena penilaian SAKIP dilaksanakan pada Triwulan - II

Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut capaian kinerjanya

adalah sebagai berikut:

a.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal
ini menunjukan capaian kinerja sebesar 33,33%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 40
Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal ini menunjukan
capaian kinerja sebesar 7,50%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari
target 18 Dokumen realisasi sebanyak 1 Dokumen hal ini
menunjukan capaian kinerja sebesar 5,56%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 8
Dokumen realisasi sebesar 0 Dokumen hal ini menunjukan
capaian kinerja sebesar 0,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 30 Dokumen
realisasi sebanyak 4 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja
sebesar 13,33%

Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 17 Unit realisasi
sebanyak O Unit, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar
0,00%

Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dari target 49
Laporan realisasi sebesar 4 Laporan hal ini menunjukan capaian
kenerja sebesar 8,16 %

Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari

target 42 Unit realisasi sebesar 2 Unit hal ini menunjukan capaian

kinerja sebesar 4,76%




2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

Dari target 100,00% realisasinya 3,78% sehingga capaian kinerjanya

0,04%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

capaiannya antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan dari target 42 Laporan realisasi 0 laporan hal ini
menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
dari target 2 Laporan realisasi 0 laporan hal ini menunjukan
capaian kinerja sebesar 0,00%

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat dari target 4 Laporan realisasi 0 laporan 0,00%

Hal ini menunjukan kegiatan-kegiatan ini belum mencapai target

yang telah ditentukan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dari target 100 % realisasinya 3,91% sehingga capaian kinerjanya
0,04%.
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum mencapai target sesuai
dengan yang telah ditentukan.
Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan yaitu :
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 18 Lembaga
tercapai 10 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 55,56%
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan

target yang telah ditentukan

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan dari target 150 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga
sehingga target hanya tercapai 0,00%

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dari

target 0 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga sehingga target hanya
tercapai 0,00%




d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 21Lembaga
Kemasyarakatan realisasi sebanyak 11 Lembaga Kemasyarakatan

hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 52,38%.

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum

Dari target 100 % realisasinya 0,00% sehingga capaian kinerjanya

0,00%

Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan

Ketertiban Umum yaitu,

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dari target 24 Laporan realisasi sebanyak 0 Laporan hal ini
menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dari target 12 Laporan realisasi sebanyak

0 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%.

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Di Kecamatan Sukomoro pada tahun 2025 dari target 100 % realisasi
0 %, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 0.00%
Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah dari tanget 9 Lembaga/Organisasi

Masyarakat terealisasi 0,00% menunjukkan capaian kinerja sebesar
0,00 %

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan Target yang
telah ditentukan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa
Dari target 100% realisasi sebesar 0,01% hal ini menunjukan capaian
kinerja sebesar 0,01%
Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa
yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 14 Desa/Kelurahan (23
Dokumen) realisasi sebanyak 1 Dokumen , hal ini menunjukan

capaian kinerja sebesar 7,14%




Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan target yang

telah ditentukan/direncanakan.

Adapun ntuk Capaian Anggaran Program Kecamatan Sukomoro Tahun

2025 untuk analisisnya adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Hasil program ini adalah meningkatnya kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu di Kecamatan Sukomoro, dengan Anggaran
Rp. 3.317.289.128,00 realisasi Rp. 419.899.701,00 atau
penyerapan dana sebesar 9,39%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti,
dengan anggaran Rp 37.580.000,00 realisasi Rp. 4.150.000,00
atau penyerapan dana sebesar 3,78%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran
Rp. 64.260.000,00 realisasi Rp. 18.419.000,00 atau penyerapan

anggaran sebesar 3,91%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan

target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Hasil dari program ini adalah meningkatnya prosentase

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman




dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran
sebesar Rp 35.702.200,00 realisasi Rp 0,00, atau penyerapan
anggaran sebesar 0,00%,

Hal ini menunjukan Kkegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan
umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 49.500.000,00
realisasi Rp 0,00 atau penyerapan dana sebesar 0,00%.
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala
sangat rendah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran
Rp 131.898.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 atau penyerapan
dana sebesar 0,92%.
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Analisis Realisasi Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2025

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 belum tercapai dengan baik seperti
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN dikarenakan belum terisinya Pejabat Struktural di
Kecamatan Sukomoro yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian sehinga berpengaruh
signifikanpada serapan anggaran.

Dengan ini dapat disimpulkan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
ada belum bisa dicapai target yang ditentukan, dikarenakan oleh

belum tepatnya planning perencanaan dan penyerapan anggaran




dalam penentuan target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta karena
adanya Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat

tertundanya penyerapan anggaran .

Analisis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

Untuk realisasi keuangan Kecamatan Sukomoro pada Tahun
2025 (Triwulan I) yaitu dengan anggaran sebesar Rp 5.183.956.464,00
telah terserap/terealisasi Rp 445.468.701,00 sehingga realisasi yang
telah tercapai yaitu 8,10%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja

dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No. Interval Nilai Predikat
1. |291% Sangat Tinggi

2. |76% = 90% Tinggi

3. | 66% < 75% Sedang

4. 51% =< 65% Rendah

5. | s50% Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:




Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan

dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah Capaian Kinerja Predikat
Program Penunjang Urusan 9,39% Sangat Rendah
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

1. Ada beberapa kegiatan kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga tidak maksimal dalam
realisasinya

Terdapat risiko  kurang
tercapainya target kinerja

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2. Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran
Program Penyelenggaraan 3,78% Sangat Rendah

Faktor
Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

e Ada beberapa kegiatan kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam
merealisasikan.

¢ Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Terdapat risiko  kurang
tercapainya target kinerja

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran

Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dan Kelurahan

3,91%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

e Ada beberapa kegiatan kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam
merealisasikan.

e Instruksi  Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran

Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

0.00%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

¢ Ada beberapa kegiatan kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam
merealisasikan.

» [Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran




anggaran

Program Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan Umum

0.00%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

.

Adanya kegiatan yang kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam
merealisasikan.

Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran

Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

0,92%.

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

o Adanya kegiatan yang kurang | Terdapat risiko kurang | Untuk kedepanya agar
tepat dalam penganggaran, | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
sehingga berimplikasi tidak penganggaran
maksimalnya dalam
merealisasikan.

* [nstruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan I
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk
Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
Tujuan : Indeks sinergitas 85 - Belum
Meningkatnya penyelenggaraan dilaksanakan
sinergitas pemerintahan di Penilaian
penyelenggaraan Kecamatan
kegiatan pemerintahan
di Kecamatan
2 Sasaran 1: Indeks Kepuasan 88 89,74 Capaian
Meningkatkan kualitas | Masyarakat (IKM) 101,97 (
Pelayanan Administrasi | Pelayanan Memenuhi
Terpadu Kecamatan Administrasi g‘grl;%%tikarena
(PATEN) Terpadu Palavasian
Kecamatan Sangat
(PATEN) Profesional)
Sasaran 2 : Persentase 9 1 Capaian
Meningkatkan penurunan 11,1% (Belum
Ketentraman dan pelanggaran Memenuhi
Ketertiban di Wilayah ketentraman dan Target karena
Kecamatan ketertiban umum Masih banyak
di oy Aksi Tawuran
Y dan
Kecamatan Kecelakaan
Lalu Lintas

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan I




Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk

ko [}
g2 iis §i4
T Target N _m a m e M & n.m
E Targe | Indikat " O @
Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan SPM Fi A
Fungsi Perangkat Daerah mﬂwnuun IKK Lainny
a < n © <+ n © m n ©
8 g S g g 8 8 g
N a « a | a «q «Q a
Jumlah pelayanan administrasi 1164 o 0
kepegawaian dan surat menyurat g il hae surat 2% Ll
Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan G 5
s vang dilaksanaken 12 12 12 12 100% 100%
Jumlah desa/kelurahan yang menyusun
bl profi! desa/keluraban a1 21 21 21 100% 100%
Jumlah laporan kinerja dan keuangan 5
yang disususun tepat waktu 3 & 3 2 o Hoa%
Jumlah peserta musrenbang kecamatan 115 115 104 102 91 % 89 %
yang hadir
Jumlah pelayanan legalisasi surat
menyurat dan pelayanan kependudukan ( 1500 1620 1380 1458 92 % 90 %
KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten
Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan
pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama
(core bussiness) dan indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Sukomoro menggunakan analisis lingkungan strategis
(Analisis SWOT//Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan
hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam
Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai
kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang
menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat
Kecamatan Sukomoro;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta
suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan
yang relatif cukup memadai untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang
pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin




3)

4)

5)

dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan.

Belum optimalnya koordinasi antar
Instansi/UPT /UPTD/Korwil yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan
pembangunan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1)
2)

3)

4)

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders);

Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1)

2)

3)

4)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut
harus ditampung dan diperhatikan;

Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat
yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan
pembangunan parsitipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di
Kecamatan Sukomoro;

Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun

2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan
Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :
1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan




. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
- Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
. Pelaksanaan Tugas Lainnya
Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat)
komponen :
1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen
Hasil penilaian sinergitas kecamatan Sukomoro Tahun 2025
adalah belum ada, ha linin disebabkan proses penilaian sedang
berjalan dan nilai sementara dalam system belum muncul/ada.

N kW

. Sasaran Strategis yang Kesatu

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu
Kecamatan (PATEN), pada tahun 2025 Triwulan 1 Kecamatan
Sukomoro memperoleh 89,74 dari target 88, sehingga capaiannya
sebesar 101,97 %.

Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website

https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak 131

(Seratus Tiga Puluh Satu) orang.

Gambar 2.1
Laporan survei IKM kecamatan Sukomoro
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Dengan perhitungan sebagai berikut :
Perhitungan laporan survei IKM kecamatan Sukomoro
Gambar 2.2
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Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,38 % sampai Tri

Bulan I dari target sebesar 90,00 % . Faktor yang mempengaruhi

Capaian IKM di Kecamatan Sukomoro melebihi target :

1.

Persyaratan ( U1)

Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun
rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten
sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 86,59 %.

Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan
Sukomoro sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan
disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 87,5%.

Waktu Penyelesaian (U3)

Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang
direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya
Aplikasi  yang terkadang error sehingga mengalami
keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan
mencapai 88,18 %.

Biaya/Tarif (U4)

Biaya dalam pengurusan surat - surat dan Pelayanan di
Keacamatan Sukomoro tidak dikenakab biaya/gratis mencapai
100 %.

Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

Jenis Pelayanan di Kecamatan Sukomoro antara lain :
Pembuatan Akte Kelahiran

Pembuatan Kartu Keluarga

Perekaman KTP

Pelayanan Pindah tempat

Pembuatan dispensasi nikah

Pembuatan PPAT

mepn g




g. Pelayanan Hak Waris
h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
i. Pelayanan Legalisasi surat surat
Untuk jenis Pelayanan mencapai 87,5 %.
6. Kompetensi Pelaksana (U6)
Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan
mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 88,18 %.
7. Perilaku Pelaksana (U7)
Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan
serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku
pelayanan mencapai 88,18 %.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi
berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun
yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 100 %.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sukomoro
sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 100 %.
Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Sukomoro diatas Penangananan Pengaduan/US, Biaya
yang Gratis/U4 dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi
dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada
Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan
Sukomoro sampai Akhir Tri Bulan I Tahun 2024 mencapai 89,74 %,
sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 101,97%.

C. Sasaran Strategis yang Kedua

Persentase penurunan pelanggaran Kketentraman dan ketertiban
umum di Wilayah Kecamatan, target belum tercapai

Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan
ketertiban di wilayah kecamatan pada Triwulan-I Tahun 2025
realisasi sebesar 26,67% dari target sebesar 30%. Capaian
kinerjanya 88,90% Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan
sasaran strategis tersebut untuk capaian kinerjanya masuk kategori
tinggi.

Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban Tahun 2024
sebanyak 25 laporan sedangkan laporan gangguan ketentraman dan
ketertiban Tahun 2025 sebanyak 23 laporan, dengan demikian
realisasi kinerjanya :

25 -23 =X 100% = 8,00 %
25
Sedangkan Realisasinya = 8/30 x 100% = 26,67%

Sedangkan Capaian Kinerjanya = 26,67 x 100%=88,90%
30
Tabel 3.1.




Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan
No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

@) @) (3) “)

1 | Belum » Kepuasan » Keterbatasan
optimalnya masyarakat sarana prasarana
sinergi terhadap pelayanan pendukung
penyelenggaraan publik masih pelayanan publik
pemerintahan kurang e Kekurang selarasan
kecamatan » Belum optimalnya antara perencanaan

akuntabilitas dan penganggaran
kinerja kecamatan - dengan
pertanggungjawaba
n dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah
Belum efektifnya * Hubungan
koordinasi tugas umum kelembagaan antar
pemerintahan,pemberd perangkat  daerah
ayaan masyarakat dan belum efektif
desa serta trantib * Rendahnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
e Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam  pembinaan
pemerintahan Desa
Penerapan atau e Kurang tertibnya
implementasi tata administrasi
kelola pemerintahan pemerintahan desa
desa belum optimal.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di
Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah
perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan
Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan
baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka
diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau
evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,
tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi
juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan




(stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun
lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan
Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2.3.3.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro

Kabupaten Nganjuk _

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah
dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi
Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas
pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sukomoro.

1. Tugas Pokok
Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah

2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat
Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan.

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan

c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum.

d. Pelaksanaan wurusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada camat.

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.

f.  Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.

g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan
perkada

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala daerah.

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.




3.

Struktur Organisasi

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai
dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi
Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan
struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

CAMAT
[ ; |
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
1
[ [ | [ I SUBBAGIAN SUBBAGIAN
,,,,,, PERENCANAAN DAN UMUM DAN
e — KEUANGAN KEPEGAWAIAN
I | | ]
SEKSI SEKS] H SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN ; KETENTRAMAN FEMEINAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT : KETERTIBAN DAN PENGAWASAN
i | PEMERINTAHAN UMUM FEMERINTAHAN DESA

Pk BU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SUKOMORO DAN KELURAHAN KAPAS

KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

f
KELOMPOK JABATAN
=

SEKs]
KETENTRAMAN,

SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETERTIBAN
DAN PEMERINTAHAN UMUM




Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai
berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus
Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Sukomoro

Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di
kecamatan

c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
camat.

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.

f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.

g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan
kepala daerah.

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan
dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan
penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan teknis;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata
usaha perlengkapan

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan




Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a)
b)

c)

d)

Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
Melaksanakan pengelolaan keuangan;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

3)

a)
b)

<)

d)
e)

f)
g)

Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;

Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas
hubungan kemasyarakatan;

Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian;

Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai
dengan tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah
dan instansi vertikal terkait;

Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum yang melibatkan pihak swasta;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan
pelayanan perizinan;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non
perizinan;

10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan

kewenangan lain yang dilimpahkan; dan

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.




4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

5)

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan
lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan;

Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta di wilayah kerja kecamatan;

Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan;

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,
pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di
wilayah kecamatan;

Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan
tokoh masyarakat;

Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional;

Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan
intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan pancasila;

10) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan

merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal;




6)

7)

11) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan;
dan

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai

tugas :

1) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

2) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

4) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;

5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa;

6) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan
permusyawatan desa ;

8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

9) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan
perdesaan;

10) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan;

11) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama
desa dengan pihak ketiga;

12) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan
batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

13) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

14) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan di wilayah kecamatan; dan

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik
wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas
pemerintahan  lainnya  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

2) Pemberdayaan masyarakat;

3) Pelayanan masyarakat;




4)
5)
6)

1)

2)

3)

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program dan petimjuk teknis penyelenggaraan
ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan
pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;

b) Pengelolaan urusan keuangan;

c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan
tata usaha perlengkapan;

d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan;

b) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;

¢) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

d) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan
pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di kelurahan;

b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah
kerja kelurahan;

¢) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;

d) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
di tingkat kelurahan;

e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.




4) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
mempunyai tugas:

a)

b)

d)
e)

g)

h)

Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945,
pelestarian Bhineka Tungga lka serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI;

Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan
Masyarakat di wilayah kelurahan;

Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama
dan tokoh masyarakat;

Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan
intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan
nasional;

Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan  pengembangan  kehidupan demokrasi
berdasarkan pancasila;

Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan
Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW); dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Kecamatan Sukomoro

1.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Sukomoro
dan Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Kapas adalah sebagai

berikut :

a. Berdasarkan Jabatan Struktural
Jabatan  Struktural di Kecamatan Sukomoro dan
Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Kapas sebanyak 13 (tiga
belas) jabatan, yang terisi sebanyak 8 (delapan) jabatan
struktural dan 5 (lima) jabatan struktural masih kosong
dan dibantu oleh 15 (empat belas) orang staf fungsional

umum. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.1

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

umlah Jumlah
No. abatan Eselon J L
J Pejabat | Jabatan
1. Camat II1-A 1 i
2: Sekretaris Kecamatan I1I-B 0 1
3 Kepala Seksi IV-A 4 4
4. Kasubbag IV-B 0 2
5. Lurah IV-A 2 2
6. | Sekkel IV-B 2 2
7- Kasi di Kelurahan IV-B 3 6
8. Fungsional Umum di Kecamatan - 1 -
9 Fungsional Umum di Kelurahan - 4 -
Jumlah 18
b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di
Kecamatan Sukomoro sebagai berikut :
Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025
No. Pangkat Golongan Jml. Pegawai
Ruang
1 Pembina Tingkat 1 IV/b 4
2. Penata Tingkat I 1m/d 8
3. Penata 11/c 3
4. Penata Muda Tk. I 111/b 1
5. | Penata Muda 1l/a 0
6. | Pengatur Tk. I 11/d 5
73 Pengatur 1/c 0
8. | Pengatur Muda Tk. | 11/b 0
Jumliah 18

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pegawai Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi
pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :




Tabel 2.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No. | Pendidikan Golongan Ruang

&. S2 1

. 4 | {5 |

3. D3 0

4. SMA 6

3. SMP 0
JUMLAH 18

2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung
penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor

2. Gedung Kantor 4 (empat) unit yang digunakan untuk
kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian

layanan kepada masyarakat

3. Sarana alat transportasi yang meliputi
a. Roda empat sebanyak 1 (satu) buah yaitu berupa Isuzu

Panther Tahun 2014.

b.Roda dua sebanyak 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra
X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

Meja Kerja

Meja layanan
Kursi

Bangku Panjang

Komputer khusus KTP SIAK

Komputer e-KTP
Laptop

Mesin Ketik
Printer

Telepon

TV

Kursi Sofa

2.3.3.2. Permasalahan dan

Kecamatan

Hambatan

: 25 buah
: 1 nuah

: 115 buah
: 1 buah

: 1 Unit

¢ 2 Unit

: 4 Unit

: 4 Unit
: 1 (satu) unit
: 8 Unit
+3 Unit

Yang Dihadapai Dalam

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Sukomoro menggunakan

analisis lingkungan strategis




(Analisis SWOT /Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan
hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1=

4.

5.

6.

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan
Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,
tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung
jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukomoro;

Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan
dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja
yang kondusif dan nyaman;

Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang
relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas di Kecamatan;

SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang
pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

:

2.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin
dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan.

. Belum optimalnya koordinasi antar

Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan
pembangunan.




5.Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders);

4. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok
masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses
perencanaan pembangunan parsitipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat
yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari
masyarakat di Kecamatan Sukomoro;

4. Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada

masyarakat.
Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
No. Masalah Pokok Masalah AKkar Masalah
1) @) (3) @

1 Belum optimalnya | e Kepuasan ¢ Keterbatasan sarana
sinergi masyarakat prasarana pendukung
penyelenggaraan terhadap pelayanan publik
pemerintahan pelayanan publik | e Kekurang selarasan
kecamatan masih kurang antara perencanaan dan

* Belum optimalnya penganggaran  dengan
akuntabilitas pertanggungjawaban dan
kinerja kecamatan evaluasi kinerja

Perangkat Daerah




Belum efektifnya Hubungan kelembagaan
koordinasi tugas antar perangkat daerah
umum pemerintahan, belum efektif
pemberdayaan e Rendahnya  partisipasi
masyarakat dan desa masyarakat dalam
serta trantib pembangunan
e Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam pembinaan
pemerintahan Desa
Penerapan atau | e Kurang tertibnya
implementasi tata administrasi
kelola pemerintahan pemerintahan desa
desa belum optimal.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di
Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah
perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan
Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan
baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka
diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau
evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,
tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi
juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku Kkepentingan
(stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun
lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3.3.3.Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta
Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar
Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDG’s)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah
“NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”, pelaksanaan jangka
menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup.




2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan

berdaya saing.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan
berbudaya.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang

dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan

pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan
yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan
berdaya saing.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi
birokrasi yang akuntabel.

4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan
berbudaya, serta tangguh.

(Kecamatan Sukomoro) memberikan kontribusi dalam pencapaian
tujuan  pembangunan daerah “NGANJUK AKUNTABEL” vyakni
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi
birokrasi yang akuntabel.

Dengan dicanangkannya  program Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan
program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara
keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan
gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi
seluruh orang di segala usia.

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh
perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yvang
berkelanjutan bagi seluruh orang.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta
modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan
berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan
yang layak bagi semua orang.

9. Membangun infrastruktur  yang  berketahanan, = mendorong
industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.

e
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12
13;

14.

15.

16.

17.

Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan,
aman dan berkelanjutan.

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta
dampaknya.

Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya
lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem
daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,
memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi
tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta
membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh
tingkatan.

Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of
implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

2.3.3.4.Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan

Perangkat Daerah

2.3.4.1. Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap
tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan
yang berkualitas.

b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik
dituntut peran Kecamatan Sukomoro harus lebih responsif
terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya
dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada
masyarakat yang merupakan amanabh.

d. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat
secara maksimal (Good Governance)

e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari
kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong
dan munculnya sifat-sifat individualisme.

f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat Kkepada
pelayanan pemerintah

g- Income perkapita masyarakat masih rendah.

h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada
kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi
kebijakan pemerintah.

i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya
minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,
ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukomoro




2.3.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan
Sukomoro dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan
penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan
urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat
kepada Kecamatan Sukomoro untuk memacu dan
memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa
depan;

. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat
~meningkatkan peran Kecamatan Sukomoro dalam
perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan
partisipasi  masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.

d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan
perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat
aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukomoro;

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan
latihan bagi setiap pegawai;

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala
jenis mudah didapat di Kecamatan Sukomoro, terutama
dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat
dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk
mengenalkan potensi Kecamatan Sukomoro;

g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
membantu penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam
pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi
motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong
royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
perkembangan  pembangunan di  wilayah Kecamatan
Sukomoro. Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD ) dan Dana
Desa;

Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan
Sukomoro. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan
Angka Stunting.




2.3.3.5.Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam

Perumusan Program dan Kegiatan
Pada Subbab 2.2 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-

permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya
Kecamatan Sukomoro, yang ditinjau dari :

1.
2.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu
strategis pada Kecamatan Sukomoro, yaitu:

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian

kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang
Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi
yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada
asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, memiliki posisi yang Kkuat dan strategis dalam
mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi
kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non
pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi
Kabupaten Nganjuk;

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan
kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,
terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah
guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten
Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus
benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki
legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan
dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan
memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu
mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;




d. Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan
organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar
pemerintahan di wilayah Kecamatan Sukomoro guna
mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta
mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam
penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan
kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan
pembangunan.
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan
menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah
pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik
yaitu sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain
pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan
perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan
yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan
penyandang disabilitas

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan
kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan
masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yangada
harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan
secara kualitas. Oleh sebab itu perlu wusaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur:

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta
keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan
pelayanan Kecamatan Sukomoro, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan Kkesesuaiannya dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 2.6




Usulan

Program dan Kegiatan dari

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Para Pemangku Kepentingan

Program/Kegiatan/ ’ Indikator Besaran/
Ne Sub Kegiatan loiest Kinerja Volume Gatatan
(1) (2) 3 4) (5) (6)
NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024




BAB 111

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun

2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

sebagaimana yang ditetapkan

dalam Renstra

Perangkat

Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat

Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No. Prioritas Daerah Alokasi 2025 (Rp.)
i Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan 6.652.261.123
pelayanan publikdengan pemanfaatanteknologi

informasi(e-gov)Meningkatkan tatakelola pemerintahan
dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi
informasi(e-gov)

3.2 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
1 Tujuan : Meningkatnya Indeks sinergitas 85 2 =
sinergitas penyelenggaraan | penyelenggaraan
Kegiatan pemerintahan di| Pemerintahan di
Kecamatan Kecamatan
2 Sasaran 1 : Indeks Kepuasan 88 89,74 101,97%
Meningkatkan Masyarakat (1IKM)
kualitas Pelayanan Pelayanan
Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) Kecsmatan: (PATEN)
Sasaran 2 : Persentase penurunan 26,67 88,90%
Meningkatkan pelanggaran
Ketentraman dan ketentraman dan
Ketertiban di Wilayah ketertiban umum di
Yeeamatan wilayah Kecamatan

Sumber Data :

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025




3.3 Program dan Kegiatan
Dalam perubahan Perubahan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025 memedomani agenda pembangunan
Nasional dan Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat
ini.
Adapun usulan Perubahan Rencana Kerka Perangkat Daerah
Kecamatan Sukomoro tercantum dalam Matrik Perubahan Rencana

Kerja sebagaimana berikut :

Tabel 4.3
Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 - Kecamatan Sukomoro
(Sebagai Berikut)




TARGET PRAKIRAAN
b ot INDIKATORPROGRAM/ | AKHR. CAPAIAN KALOMROK
T PERIODE \RGET RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN
RENSTRA i (10:12) LOKASI SUMBER DANA
) SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RHPD PERUBAHAN 2025 HASIONAL _ DAERAH
s 7 n 16 [
5.979.390,183,00 B33.822.464,00
BONKaI | BONHal 4.380.026.753,00 2.983.008.764,00 £.228,801.082,00 148.713.060,00
2 dokumen 2 dokumen 7000 0008 7 000.000,00 273400000 4 266 (0,00 Memperkuat PSKsb Tatakedols KHEC SUKOMORO TOI0M0000 | KECAMATA
reformas polik, Pemermush Yirg g
sk dlan birokrae, Hersih Dan Inovam SURIDMORO
srta mampesioant Sorta Digitalisasi
pencegaban den Felayine Publi 96
pemberantasan Kab Taiakelola
korupsl, nackobs, judi, | Pemainish Yang
dim penvehudupan. | Bersih Dan inovasi
Sorta Digitalisast
Felaysnan Publik
Koordinani dan Peryussnas Dokumen RICA-SKPD
Dokumen | 1 Dokumen 000000 000000 000000 000,00 | Kab Ngmpk, | DANA Mempertust 5 Ksh Tatakelol 000000 | KECAMA
Sukomoro, Sewa | ALOKASI reformas politik, Pemerimish Yarg
KelDess UMCMDAL) | hakum danbirkrsal, | Bersth Dan Inevasi SUKOMORO
‘serta mem perkual Serta Dagitalisss:
peacegahun den Pelayanin Publik: F6
pembarantasan Kab Tatakeol
korups:, rarkoba, jods, | Femanntsh Yang
din peysiadges | Bersih Dan Invvasi
Serts Dgitakisaai.
Felayinen Public
Laporan Laporsn 0000040 00000 400,00 58500000 | Kab Ngauk, DANA Memperkuat PiKab Tatakelols 350000000 | KECAMATA
Sukemor, Sermny KA reformas poliik, Fememntah Yang. N
KelTem UNGM@DAU) | ok danbircirast, | Bersth Dan Inovast SUKOMORG
serta merrperkuat Serta Dgtalimm
pencegahan dim Pelayinmn Publik 75
pemberastimn Xab Tatakelo
Kerupy, narkobe, judi, | Pememish Yimg,
dmo payeldpen | Dersih Du toovan
Serta Digitalisesi
Pelayinen Publi
3dokume | 3 dokumen 247248642200 29T IR0 AU 384 200,00 1R BTSN Mempeckuiat FSKib Tatakelols | KEC SUKOMORO 313393245300 | KECAMATA
reformasi polik, Pomermuh Yong N
bukisen dan brulunsi, | Bersah Dan Tnovas SUKOMOROD
serts memperkust Serta Digitulissas
penoegahan dan Felaymm Pubiik 5
pemberantasan Kab Tatskelol
Korupsi, markobs, judi, | Permerintsh Yang
dum peryelodopen. | Berssh Den Jnovast
Serta Digitaisasi
Pelayanin Publik
‘Penyedisen Gajidan Tumjaogan ASN
Onang! Craagh 46643200 TR 197 300,00 201 0000 45700 | Kab Ngmjuk, [ DANA Memperkust P6Kh Tatakel 99315659300 | KECAMA
Ny . Sokomoro, Semus | ALOKASE reforroas politk, Pemnermth Yarg. N
Kl UMUM(DAU) | ke dan busckrass, | Becsih Dan Inovasi SUKOMORO
serta mamperkuat Serta Digitalivas:
pencegahan dan Pelaysaen Public P
permbersnasan Kab Tatakelols
Eorups, narksbe, jull, | Pemseriouh Yorg
dan pemychukpan. | Berssh Den Inovan
Serta Digialisasi
Palayiom Prblik
Pegujinn Verifikasi Kevaagan SKPD
43 260 000,00 35 100 000,00 35 100 (00,00 & 168000000 | Kab Nganjuk, DANA Mlemprehuat PoKa Tatakclola A5 42000000 | KECAMATA
Dekumen Dokt Sukomorn, Semws | ALOKAS! reformas pobik, Pemermish Yang N
KelDesa UMUM (DALY ey dan birckrass, Bersih Daa Inovas: SUKCMORO
seris mermperkuat Berta Digilalisasi
Femcegahan dan Prlayinan Publk F5
pemherariasar Kab Tuiskelol
korupst, narkoba, judi, | Pernerimtsh Yang
dan pmyeidipan Bersih Dus Inovast
Serta Digitalisasi
Pelayanan Publik
‘Koordinas dan Peryusunan Laporss Keusngan Akbir Tabn SKFD
Lapon f— 000000 00000 @0m0m 00 | Kab Ngamjuk. | DANA Memperkant PoRah Tutakebol 0000000 | KECAMA
Sukomora, Semua | ALOKAST reformasi painik, Pemerntsh Yang
KelTesa IMUM (DALY e ian barokrasa, Barsih Dan Inovaai BUKOMORD
Fepcegahan due Pelaysnan Publk Po
pemheraniasan Kab Tetakelols
kerupn, narkobs, jodi. | Pemerntah Yang
dan perryehudupan Bersia Dan Incvam
Berta Digatalissss
Pelayuom Public
Koordinasi dan Peyusunan L sporae K suangsn Bulunen’ Triwulanan’ Semestersn SKIT
apos Laporan 000 000,00 000 000,00 000000, 00000000 | Kab Nganjk, DANA Manpakust - 0000000 | KECAMAT
Sukomoro, Semus | ALORAS] reforman: polstik. -
KelDesa UMUM (DAL hukurn dan buckras, SUKCMORD
seria memperkust
pencegabien dan
B, it
dan pamschubipan
12laporan | 12 Laporsn 18160 000,00 1600000000 1600000000 2 160.000,00 - PEKs Tauskeiols KEC SUKOMORD 1600000000 | KECAMATA
,,,,, . Pemernteh Yurg N
Bersih Dsa Inovasi SUKCMORO
Berta Drgitalisani
Pelayaasn Publkc 76
Kab Tatakelol
Paneriouh Yang
Berath Den Inovas:
‘Berta Digatalisaas
Pelavanan Fublik
Penatasshaun Harang Mk Dversh poda SKITY
12Laporan | 12Lapocan 000 00050 5000 000,00 500 000,060 000 | Kab Ngaajuk, DANA . P6Kab Tatakebola SD00 0000 | KECAMATA
Sukomoro, Semus | ALGKAS Pemanintah Yang N
KelDesa AL (DA Berush Dan novast JORO
Serta Digetalisasi
Pelayanan Publik P6
Keb Tatakelobs
Pemermtsh Yang
‘Bernh Dan Inovas
Serts Digitabsnst
Felovman Pahl&
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Hoos KEGIATAN / SUS Lt PERODE | rEMJaOPD | TARGETRENIA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN FENANGGUNG
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sumiah Dokumen [ Fr— 935700000 o0 s 60000 | Kab tgumiok, | DN Manpeskont PSKab Tutakeloia 7 4200000 | KECAMA
Panatauisahasn Arsi Sukomor, Ses | ALCKASE refommanpolink, | Pemerinmh Yang N
Dinamis pade SKPO RelDwa UMUM(DAL) | hedurn dun birokias, | Beraih Den Incvas SUKOMORD
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Kecamatan Sukomoro sebagaimana tercantum dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun
2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra
Kecamatan Sukomoro Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun

2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Kecamatan Sukomoro dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan
Sukomoro yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, menetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan
Sukomoro, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi,
pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai
dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro; dan

¢. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana
Kerja Kecamatan Sukomoro dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Sukomoro.
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2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan
Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan

efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Kecamatan Sukomoro dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,
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